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Abstrak. Artikel ini bertujuan membahas beberapa isu dalam pembelajaran sastra yang terkait dengan moralitas, 

keberterimaan, pendidikan atau pembentukan karakter, HOTS, dan kelayakan karya sastra. Metode penelitian  kajian 

literatur dipergunakan di dalam membandingkan dan mengintegrasikan teori, hasil penelitian, dan pendapat ahli berkenaan 

dengan pembelajaran sastra dan isu yang relevan di dalam tujuan penelitian. Sumber data berasal dari buku, artikel 

penelitian, dan tulisan ahli di dalam pembelajaran sastra. Dari pembahasan dan analisis, ditemukan bahwa keterkaitan 

moralitas dan karya sastra di dalam pembelajaran sastra adalah unik. Ia menempatkan guru sebagai penanggung jawab 

dengan segala risikonya. Karya sastra memiliki potensi di dalam pendidikan karakter dan HOTS dengan kehadiran guru 

sebagai fasilitator dan pendamping. Hal lainnya yang menjadi bahasan di dalam artikel ini adalah mengenai isu kelayakan 

sebuah karya sastra sebagai bahan pembelajaran sastra yang tidak bisa melepaskan diri dari isu penjenjangan karya sastra 

menurut tahapan usia pebelajar dan kelayakan karya sastra di dalam memenuhi ekspektasi kurikulum dan diskursus 

kesastraan nasional.  

Kata Kunci: sastra; pembelajaran sastra; moralitas; pendidikan karakter; HOTS 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Di dalam pembicaraan karya sastra Aristotelian, ada dua 

konsep yang sering dibicarakan yaitu mimesis (mimesis) dan 

katarsis (chatarsis). Mimesis adalah formulasi artistik dari 

penjalinan cerita yang mampu menghadirkan kejadian sebab 

akibat dengan koheren dan apik. Sementara itu, katarsis terkait 

dengan efek yang timbul pada perasaan, sebuah respon estetik 

dan keterlibatan secara emosional atas mimesis di dalam suatu 

karya sastra (Schaper, 1968). Pandangan Aristoteles ini 

menunjukkan tentang adanya nilai utilitarian dari karya sastra 

(Sullivan & de Jong, 2018, p. 21). Pandangan filsuf dan pelopor 

kajian karya sastra asal Yunani Aristoteles tersebut berlanjut di 

masa Romawi melalui pandangan Horace.  

Horace di sajaknya yang berjudul Ars Poetica yang berisi 

tentang nasihat di dalam penciptaan karya memunculkan istilah 

dulce et utile.  Dalam poetika dulce et utile Horatian, karya 

sastra harus manis atau indah dan fungsional atau berguna 

(Miner, 1990, pp. 77–80). Istilah dulce et utile ini kemudian 

kerap dipakai dalam pembicaraan mengenai poetika karya 

sastra. Di dalam pembahasan terkait karya sastra, kritikus dan 

sastrawan belakangan meskipun menggunakan istilah yang 

berbeda-beda selalu berkutat pada istilah yang dicetuskan oleh 

Horace ini (T Gillespie, 2010, pp. 157–158; Kennedy et al., 

2001, p. 168; Sullivan & de Jong, 2018, p. 21). Tidak hanya di 

dalam tradisi Eropa, pembicaraan tentang sastra di Indonesia 

(mis. Fizriyani, 2014; Wicaksono, 2017, p. 1; Yanti, 2017) juga 

melibatkan penggunaan istilah ini. 

Dua aspek penakar kualitas karya sastra, indah dan berguna 

ini, hingga kini selalu menjadi bahan perdebatan tentang aspek 

mana yang seharusnya diutamakan di antara keduanya (Abend-

David, 2006, p. 158). Pertanyaan yang muncul misalnya apakah 

karya sastra yang indah itu harus berfungsi di dalam 

mengajarkan nilai dan moralitas yang diterima di masyarakat? 

Perdebatan antara penilaian kualitas karya sastra dengan ada 

tidaknya kesesuaian dengan standar moralitas masyarakat 

bukanlah barang yang baru. Di dalam penggunaan istilah dulce 

et utile pun, terkadang kemudian diartikan bahwa keindahan 

karya sastra terpenuhi jikalau sebuah karya mengikuti standar 

nilai yang diakui di dalam masyarakat. Pengertian utile 

dikaitkan dengan kemampuan sebuah karya untuk membuat 

pembacanya menjadi pribadi yang lebih baik dan dikaitkan 

dengan keberadaan kandungan moral di dalam sebuah karya.  

Apalagi ketika karya sastra masuk ke sekolah, beberapa isu 

yang terkait dengan moralitas yang terdapati di dalam sebuah 

karya sastra turut menjadi perbincangan. Di dalam sebuah 

penelitian yang terkait dengan keberterimaan beberapa karya 

sastra kontemporer di dunia pendidikan di Indonesia (Suyitno 

& Nugraha, 2014), ditemukan bahwa beberapa karya sastra 

feminis yang saat itu oleh sebagian kritikus sastra Indonesia 

dianggap layak kanonisasi seperti Saman mendapat penolakan 
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dari para dosen dan guru salah satunya karena deskripsi adegan 

seks yang dianggap terlalu vulgar. Moralitas menjadi isu dan 

ini ditautkan dengan nilai pendidikan yang diharapkan inheren 

di dalam karya sastra. Ini menjadi bahasan yang menarik. 

Selain itu, di dalam pembicaraan tentang pembelajaran 

sastra di Indonesia ada dua hal lainnya yang kemudian turut 

menjadi bahan pertimbangan di dalam pemilihan materi 

pembelajaran sastra yaitu relevansinya dengan pendidikan 

karakter (mis. Kanzunnudin, 2012; Kosasih, 2013; 

Nurgiyantoro & Efendi, 2013) dan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi atau HOTS (Higher-Order Thinking Skills) 

seperti dapat dilihat pada tren pembelajaran sastra terkini 

(Ansari, 2018) serta bagaimana keduanya perlu diintegrasikan 

ke dalam pembelajaran (Astutik, 2016; Subadar, 2017; Zurqoni, 

Retnawati, Arlinwibowo, & Apino, 2018) untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. Kendati 

demikian, hingga artikel ini ditulis belum ada artikel yang 

membicarakan model pembelajaran sastra yang membicarakan 

isu mengenai moralitas, keberterimaan karya sastra di 

masyarakat, dan relevansinya dengan pendidikan karakter dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Artikel ini 

berbicara tentang pembelajaran sastra terkait dengan beberapa 

isu tersebut.  

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Metode 

kajian literatur adalah metode penelitian yang melakukan 

komparasi, generalisasi, dan atau integrasi dari temuan-temuan 

sebelumnya sehingga tercipta sintesis di dalam memajukan 

ilmu pengetahuan serta dapat mendorong pengembangan teori 

dan penelitian (Webster & Watson, 2002). Kajian literatur 

tidaklah sekadar meringkas beberapa rujukan yang ada di 

dalam bidang tertentu namun berusaha menawarkan dan 

mengembangkan sesuatu yang baru kepada bidang ilmu 

tertentu (Snyder, 2019). Metode penelitian ini ditujukan untuk 

memberikan pandangan akan kemungkinan adanya gap, 

perkembangan terbaru, dan kemungkinan konseptualisasi 

ulang dari teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Torraco, 

2005). Di dalam konteks artikel penelitian ini, model 

pembelajaran sastra yang akan dimunculkan akan melalui 

pembahasan terkait dengan moralitas, keberterimaan, 

pendidikan karakter, HOTS, dan kelayakan bahan 

pembelajaran sastra. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Moralitas dan Keberterimaan 

Penautan kredo fungsi atau utile karya sastra yang tidak 

boleh mengandung moral-moral yang tidak diterima oleh 

masyarakat adalah sesuatu yang menjadi perdebatan hingga 

kini. Pertanyaan yang diajukan mengenai hal ini adalah 

relevansi kualitas keindahan estetika sebuah karya dengan 

masalah moralitas (Eldridge & Cohen, 2009). Bagaimanapun 

juga, karya sastra bukanlah khotbah atau ceramah agama (Said, 

1999). Di dalam perjalanan sejarah kesusastraan, karya-karya 

yang menghadirkan ketegangan antara moral dan nilai yang 

diterima di masyarakat dengan dunia sekunder karya sastra 

ternyata dapat memberikan kenikmatan estetika (Hyman, 1984). 

Tambahan pula, terdapat sebuah anekdot bahwa tidak ada tolok 

ukur yang jelas mengenai klaim bahwa karya sastra yang 

menyodorkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di 

dalam masyarakat lantas menjadikan pembacanya mengalami 

kemerosotan moral. Lagipula secara empiris, tidak ada 

kepastian bilamana seorang filsuf ahli etika kemudian memiliki 

moral lebih baik bila dibandingkan dengan mereka yang tidak 

mempelajari etika. Karya sastra dapat menawarkan kekayaan 

dan keanekaragaman suara dan sudut pandang yang berbeda-

beda melalui karakter-karakter yang ada di dalamnya, tidak ada 

kepastian bagaimana seseorang akan mendapatkan 

pembelajaran mengenai hal mana yang baik dan mempunyai 

keberterimaan di dalam masyarakat dan bagian mana yang 

buruk dan tidak sesuai dengan masyarakat tempat ia tinggal. 

Imajinasi, perspektif, motivasi, dan segala sesuatu yang 

ditawarkan sebuah karya sastra tidak memberikan petunjuk 

yang jelas bagaimana seorang pembaca akan terpengaruh 

(Eldridge & Cohen, 2009). Eco (1990) menunjukkan 

bagaimana sebuah kitab suci seperti Bibel saja dapat 

memberikan inspirasi kepada penjahat sadis Jack the Ripper. 

Di sisi lain, saat karya sastra hanya diperkenankan 

menampilkan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai dan 

moral yang diterima oleh masyarakat maka representasi mana 

yang ideal, mana yang riil (Walsh, 1930), dan mana yang 

mungkin terjadi di dalam dunia ciptaan sekunder atau semesta 

imajinatif karya (Goldmann, 1980, p. 140) tidak bisa terwujud. 

Untuk mewujud, karya sastra sebagai penyaji dunia sekunder 

kerap kali membutuhkan ketegangan yang sifatnya kompleks 

dari representasi akan dunia riil. Selain itu, untuk dapat 

menghadirkan sikap dan perbuatan yang sesuai moral melalui 

seorang karakter di dalam sebuah karya sastra tentu perlu 

menampilkan sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

moral melalui karakter lainnya (Walsh, 1930, p. 162). Jika 

ketegangan antara karakter baik dan jahat atau bahkan 

kehadiran dilema moral pada satu karakter tidak diperkenankan 

ada di dalam karya sastra maka bisa jadi karya sastra tidak 

berkembang atau bahkan tidak pernah pernah ada. 

Istilah utile pada karya sastra kadang ditarik kepada fungsi 

kampanye, persuasi, propaganda, dan indoktrinasi. Karya 

sastra dianggap sebagai alat untuk menyebarkan narasi, sudut 

pandang, dan atau nilai-nilai tertentu. Pembicaraan mengenai 

ini memang tidak pernah sederhana. Di masa-masa awal 

perkembangan sastra Indonesia modern, sastrawan terbawa 

pada misi bahwa karya sastra tidak hanya indah tetapi juga 

harus berguna untuk memandu jalan bagi kemajuan masyarakat. 

Jika di dalam tradisi lawas sastrawan melalui karyanya 

menghibur masyarakat sekaligus didaktik (meneguhkan nilai-

nilai tradisi), sastrawan Indonesia modern yang muncul di awal 

abad 20 saat itu menggaungkan pada semangat pada arah atau 

zaman baru bagi Indonesia. Semangat yang muncul adalah 

sastrawan harus sadar bahwa ia mempunyai tanggung jawab 

sosial, peduli politik, dan tidak boleh selalu bersikap 

individualistis (Alisjahbana, 1977, pp. 61–65; Teeuw, 2013, pp. 

38–41). Begitu pula dengan sastrawan kiri di dalam sejarah 

sastra Indonesia juga menekankan pada fungsi karya sastra 

adalah mendidik dan memprovokasi massa (Slamet, 2018; 

Sulton, 2015). Begitu pula misalnya bagi feminis, karya sastra 

dipandang sebagai alat untuk menyampaikan adanya 
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ketidakadilan gender dan agenda kesetaraan gender (bdk. 

Sullivan & de Jong, 2018, p. 21). Dari sudut manapun, secara 

umum karya sastra tidak dibicarakan hanya dalam konteks 

estetika dan kesenangan saja tetapi juga dalam kaitannya 

dengan fungsinya. 

Tentu saja ketika karya sastra dianggap sebagai alat untuk 

menyampaikan narasi, sudut pandang, dan nilai-nilai tertentu, 

maka ia bisa mengalami sensor. Karya sastra dengan nilai-nilai 

atau moral yang tidak bisa diterima oleh masyarakat bisa 

mengalami sensor; tidak boleh beredar dan diajarkan. 

Terkadang praktik sensor dilakukan oleh negara atau penguasa 

dan bukan oleh masyarakat. Praktik ini tidak hanya terjadi di 

negara otoriter atau di masyarakat yang masih sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, di negara yang 

demokratis dan dalam masyarakat yang sudah modern pun 

praktik sensor bisa terjadi. 

Praktik sensor bisa wujud dalam bentuk sensor politis, 

sensor religious, sensor seksual, dan sensor sosial. Sensor yang 

pertama berkaitan dengan selera dan kepentingan penguasa. 

Sensor yang kedua berkaitan dengan empat hal yaitu heresy 

atau isi karya yang bertentangan dengan doktrin agama yang 

secara umum diterima, blasphemy atau isi karya yang kurang 

ajar terhadap sesuatu yang dianggap suci di dalam sebuah 

agama, imoralitas, dan karya sastra yang memberikan 

dukungan kepada pemujaan akan setan dan atau sihir. Sensor 

seksual berkaitan dengan kelayakan isi karya sastra di dalam 

mendeskripsikan atau menampilkan aktivitas seksual. Sensor 

seksual berubah bersamaan dengan waktu sebab tolok ukur 

kepantasan mengekspresikan pengalaman atau aktivitas 

seksual berubah mengikuti zaman dan berbeda-beda antara satu 

negara atau satu komunitas dengan komunitas lainnya. Sensor 

seksual juga berkelindan dengan keberterimaan sebuah karya 

sastra untuk diajarkan di kelompok usia tertentu, dimasukkan 

secara selektif ke dalam kurikulum sekolah sesuai dengan 

tingkatan yang disepakati, dan ketersediaannya di perpustakaan 

publik dan sekolah. Sedangkan sensor sosial terkait dengan isi 

karya sastra yang dianggap layak atau tidak untuk dibaca publik 

sebagai pertautan kompleks dari isu agama, seksual, dan nilai 

kesopanan di dalam masyarakat tertentu (Cox, 2009). 

Walaupun sensor terhadap karya sastra dianggap sebagai 

tindakan yang berlebihan dan dicap sebagai praktik mengekang 

kebebasan ekspresif-imajinatif, Darnton (2014) di dalam kajian 

sejarahnya atas beberapa negara menunjukkan bahwa praktik 

sensor sebenarnya dapat memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan arah dan bentuk karya sastra di suatu 

masyarakat atau negara yang membedakannya dengan tempat 

lainnya. 

Terkadang sebuah karya sastra membutuhkan 

ketidaksetujuan moral dan pertentangan dengan nilai-nilai yang 

berlaku di dalam masyarakat. Pencipta karya sastra bisa dengan 

sadar menciptakan dunia lain melalui karyanya dengan standar 

moralitas yang berbeda dan nilai-nilai yang berlainan dengan 

apa yang diterima di masyarakat. Ketegangan yang timbul di 

dalam pengalaman menikmati sebuah karya yang 

menyuguhkan isu moral di dunia sekunder di dalam sebuah 

karya sastra yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan 

moral yang diterima di dunia riil adalah sesuatu yang pelik. 

Pada kasus seperti ini, karya sastra tidak selalu dapat dikatakan 

kehilangan nilai utilitariannya. Hyman (1984) meyakini bahwa 

konflik kadang hadir di dalam suatu karya sastra justru dapat 

menjadi bagian dari pengalaman atau kenikmatan estetika. 

Dengan demikian, fungsi karya sastra justru terpenuhi dengan 

kehadiran konflik itu.  

Sungguhpun demikian, kehadiran nilai utilirianitas karya 

sastra tidak serta merta menempatkan karya sastra yang 

mengandung isu moralitas yang bertentangan dengan apa yang 

diterima oleh masyarakat lantas disebut memiliki nilai 

pendidikan. Cox (2009) misalnya menunjukkan bahwa 

beberapa karya sastra mengalami sensor untuk tidak masuk ke 

kurikulum dan perpustakaan sekolah di Amerika Serikat karena 

terlalu mengandung ungkapan-ungkapan yang profan, 

dianggap menginspirasi tindakan buruk (kejahatan atau 

pemujaan setan), mengandung rasisme, dan atau terlalu vulgar 

di dalam mendeskripsikan adegan seks. Praktik sensor ini 

terjadi karena tuntutan masyarakat atau komunitas tertentu 

manakala sebuah karya sastra dianggap berbahaya.  

Praktik sensor tidak hanya terjadi di salah satu negara besar 

dan model dari demokrasi di dunia, Amerika Serikat. Di 

negara-negara demokratis lain seperti Indonesia (lih. Yusuf, 

Adiputra, Masduki, Rianto, & Zuhri, 2010) praktik sensor 

terhadap karya sastra juga terjadi. Lundberg (2008) mengambil 

sikap pragmatis berkenaan dengan praktik sensor atas karya 

sastra. Masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku bisa berubah 

sehingga seolah tidak perlu meributkan sensor terhadap karya 

sastra yang ditolak oleh masyarakat karena isinya mengandung 

hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat. Lagi pula, Lombardi (2019) menunjukkan ada 

banyak karya sastra suatu ketika bisa dikecam hingga kena 

pelarangan atau sensor oleh masyarakat tetapi kemudian di 

dalam perjalanan waktu mengalami keberterimaan.  

Di dalam semangat dan lingkup pendidikan, praktik sensor 

sebenarnya merusak kredo kebebasan berekspresi (Doyle, 

2015). Namun di dalam kenyataan, para pendidik yang 

diharapkan dapat mendukung dan meneguhkan prinsip 

kebebasan berekspresi di dalam menghadapi tuntutan sensor 

dari masyarakat di dalam banyak kasus tidak ingin mengalami 

situasi terjepit. Mereka lebih memilih bermain aman dengan 

tidak memasukkan karya-karya sastra yang mendapatkan 

kecaman dari masyarakat atau komunitas tertentu di dalam 

pembelajaran sastra (Boyd & Bailey, 2009). Tambahan pula, 

penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Baratz dan Reingold 

(2010) menunjukkan bahwa guru terkadang juga tidak merasa 

nyaman ketika ia harus mengajarkan karya sastra yang 

mengandung isu kontroversial di dalam masyarakat. Tidak 

hanya guru, penyusun kurikulum dan pustakawan sekolah juga 

tidak mau mengambil risiko dengan tetap menyediakan karya-

karya sastra yang dianggap berbahaya oleh masyarakat (bdk. 

Cox, 2009). Alasan mereka tidak hanya untuk keselamatan 

mereka sendiri tetapi juga demi kebaikan pebelajar (Duthie, 

2010). Jadi, ada kerumitan di dalam terjadinya praktik sensor 

atas karya sastra di dunia pendidikan. 

Di sisi lain, pendidikan diharapkan menciptakan individu yang 

berfungsi di dalam masyarakat. Antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya mempunyai tujuan berbeda di dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan ini 

terefleksikan di dalam sistem pendidikan dan kurikulum. Kerap 
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kali apa yang dapat diterapkan dan mengalami keberterimaan 

di suatu negara atau masyarakat ternyata tidak dapat diterapkan 

di negara atau masyarakat lainnya (van Ginkel, 2008). Dengan 

kata lain, pendidikan mempunyai kelindan dengan diseminasi 

nilai-nilai dan keberterimaan masyarakat.  

Guru yang menjadi bagian dari sistem pendidikan tidak 

hanya diharapkan kehidupan pribadinya menjadi teladan tetapi 

juga sebagai sumber dari pengetahuan akan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat. Ia mempunyai tanggung jawab di dalam 

mengajarkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kepada 

pebelajar sehingga dihasilkan individu yang dapat menghayati 

dan terbiasa dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat 

serta dapat mengintegrasikan diri secara baik di dalam 

masyarakat (Lumpkin, 2008; Schuitema, Dam, & Veugelers, 

2008, pp. 25–26). Berdasarkan kenyataan inilah, sudah menjadi 

kewajaran apabila guru harus bisa memilih bahan pembelajaran 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat. Masyarakat di kota dengan di desa, budaya satu 

dengan lainnya, atau satu komunitas dengan komunitas lainnya 

bisa jadi mempunyai nilai yang berbeda (Agee, 2000; Pantić & 

Wubbels, 2012). Oleh sebab itu, bahan pembelajaran sastra 

yang harus ia pilih untuk diajarkan sebaiknya merupakan karya 

sastra yang mempunyai keberterimaan masyarakat.  

B. Pendidikan Karakter (Character Education) dan HOTS 

Pendidikan karakter terkait dengan moralitas dan nilai-nilai 

yang bersesuaian dengan masyarakat. Pendidikan karakter 

berusaha menciptakan individu yang ideal. Acuan yang dipakai 

adalah nilai-nilai dan moralitas yang berlaku di masyarakat. 

Sehingga bahasan sebelumnya mengenai karya sastra yang 

memiliki keberterimaan menjadi terkait dan relevan dengan 

pendidikan karakter. Di sisi lain, meski Budiman (2012) 

mengajukan sebuah pandangan antara sastra dan moralitas 

yang menarik dan sebenarnya ada hal yang bersesuaian dengan 

apa yang diutarakan oleh Edward Said (1999) berkenaan 

dengan isu moralitas di dalam karya sastra, akan tetapi di dalam 

pembicaraan mengenai pembelajaran sastra yang berorientasi 

pada pendidikan moral dan karakter perdebatan mengenai 

moralitas yang terkandung di dalam sebuah karya dan 

pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku pebelajar terus 

menjadi perdebatan hingga kini (Bohlin, 2005, pp. 144–145; 

Pantić, 2006). Lepas dari itu, pendidikan karakter melalui 

pembelajaran karya sastra sebaiknya memang sedikit 

dibedakan dengan penilaian kualitas karya sastra. Apalagi 

pembelajaran karya sastra untuk tingkat pendidikan di bawah 

tingkat perguruan tinggi, bahan pembelajaran sastra harus 

mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan semangat 

pendidikan dan pendidikan karakter.   

Pendidikan dan pendidikan karakter sebenarnya bisa 

dikatakan saling tumpang tindih dan bisa dikatakan sulit untuk 

menentukan perbedaan di antara keduanya (Lapsley & Narvaez, 

2007). Pendidikan adalah suatu cara menciptakan keteraturan 

sosial. Pendidikan juga dianggap menjadi ajang pembentukan 

anggota masyarakat agar dapat sukses menjalani hidup, mampu 

berpartisipasi secara positif secara sosial, dan dapat 

menyesuaikan diri di dalam masyarakat (Naval, Carmen, & 

Bernal, 2015, pp. 155–156). Sementara itu, pendidikan karakter 

terkait dengan sekumpulan karakter universal yang merupakan 

wujud elemen dari kepribadian ideal menurut masyarakat. Ada 

tiga argumen, menurut Lickona (1996), yang menjadikan 

alasan munculnya pendidikan karakter yaitu: 1) karakter yang 

baik diperlukan untuk menjadikan seseorang menjadi manusia 

seutuhnya, 2) sekolah menjadi tempat belajar yang kondusif 

bagi pembelajaran jika berisi pribadi-pribadi yang berkarakter 

baik, dan 3) sistem pendidikan hadir untuk menciptakan 

masyarakat yang teratur dan bermoral. Ketiga alasan ini 

sejatinya berkelindan dengan semangat pendidikan dan 

mendukung suksesnya proses pendidikan.  

Pendidikan karakter erat kaitannya dengan moralitas dan 

ajaran agama. Lickona (1999) mempercayai bahwa peran 

agama di dalam pendidikan karakter tidak sekadar masalah 

ketersediaan panduan moral di dalam ajaran agama di dalam 

tantangan relativisme moral tetapi juga peran agama di dalam 

menjauhkan individu dari aktivitas kebebasan yang tanpa batas 

dan tanpa tanggung jawab serta memberikan individu tujuan 

untuk hidup dan berbuat kebaikan di dunia. Sehubungan 

dengan hal ini, pendidikan karakter dapat sukses ketika ia 

mampu mewadahi ajaran-ajaran yang baik dari tiap agama 

dalam kerangka toleransi dan saling menghormati (Johnson, 

2014, p. 98). Sebab pada prinsipnya, pendidikan karakter 

berbeda dengan pendidikan agama dan menghindarkan diri 

untuk eksklusif pada agama tertentu. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, karya sastra 

menghadirkan dunia sekunder yang kompleks. Ia bisa 

menampilkan apa yang ideal, apa yang riil, dan apa yang 

mungkin terjadi serta bisa menyajikan nilai-nilai yang berbeda 

dengan apa yang berlaku di dunia nyata. Sementara itu, 

beberapa karya sastra juga menampilkan dilema moral dan 

terkadang bisa menghadirkan nilai-nilai moral yang berlainan 

dengan dunia nyata. Tidak hanya itu, karya sastra juga 

menyediakan kesempatan kepada pebelajar untuk belajar 

mengenai narasi kehidupan yang melibatkan karakter-karakter 

manusia yang ideal, yang melakukan kebaikan atau kejahatan, 

dan yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Karya sastra 

mempunyai potensi tidak hanya menampilkan relasi sosial di 

dalam masyarakat dan pengalaman simulatif yang terkontrol 

dari dunia nyata yang bermanfaat bagi pebelajar tetapi juga 

dapat mengembangkan rasa simpati dan empati terhadap nasib 

dan kehidupan karakter-karakter yang ada di dalam karya sastra 

(Mar & Oatley, 2008). Dengan demikian, pembelajaran sastra 

menjadi penting di dalam proses pendidikan karakter karena 

kemampuan karya sastra di dalam memberikan kemungkinan-

kemungkinan situasi yang melibatkan sikap dan perbuatan 

yang dapat ditakar dengan moralitas, simulasi mengenai 

kehidupan manusia dengan segala dinamikanya serta model 

bagi pembentukan karakter pebelajar. 

Model bagi pembentukan karakter pebelajar yang tersedia 

melalui karya sastra bisa terkait dengan krisis yang terjadi di 

dalam pembentukan kepribadian dan identitas dari latar 

belakang budaya yang berbeda (Novianti, 2017). Bila 

dibandingkan dengan pemberian teks instruktif mengenai apa 

yang baik dan buruk, karya sastra mampu memberikan 

kekompleksan interaksi manusia satu sama lain dan membuka 

kesempatan bagi pebelajar untuk mengeksplorasi dimensi 

pengalaman manusia yang meliputi aspek sikap, motif, dan atau 

perbuatan (Tim Gillespie, 1994, pp. 19–20). Karya sastra 
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memiliki kelebihan di dalam memberikan representasi akan 

pola perilaku dan tipe kepribadian manusia yang baik dan yang 

buruk untuk dipelajari atau dibandingkan serta untuk ditiru atau 

dihindari oleh pebelajar di dalam pengembangan karakter 

pebelajar (Widyahening & Wardhani, 2016). Tentu saja 

pencerapan hal-hal baik di dalam karya sastra oleh pebelajar, 

sebagaimana Lickona (1997) beberkan berkenaan dengan peran 

guru di dalam pendidikan karakter, membutuhkan 

pendampingan guru. Jadi, guru menjadi penentu di dalam fokus 

pada nilai-nilai pendidikan karakter mana dari beberapa nilai 

pendidikan yang ada (lih. Nurgiyantoro & Efendi, 2013) atas 

karya sastra yang dipergunakan di dalam pembelajaran sastra 

sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif.  

Keberadaan peran guru di dalam pendidikan karakter juga 

kentara di dalam pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher-Order Thinking 

Skills, HOTS). Guru memiliki peran di dalam mempersiapkan 

pembelajaran dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang 

membuat  pebelajar dapat melakukan kegiatan berpikir kritis, 

melakukan analisis yang logis, memahami kompleksitas 

hubungan yang ada, serta berpikir reflektif (Ariyana, 

Pudjiastuti, Bestary, & Zamroni, 2018, pp. 35–41). 

Pembelajaran sastra memiliki potensi dalam memenuhi 

kebutuhan di dalam pembelajaran berorientasi HOTS sebab 

karya sastra selalu terbuka untuk eksplorasi, analisis, sintesis 

serta dapat mengajak berpikir kritis sekaligus reflektif. Di 

samping itu, pembelajaran sastra menurut Trianton (2019) juga 

memiliki potensi di dalam pengembangan kompetensi 

multiliterasi yang relevan dan menjadi bagian dari 

pembelajaran HOTS. 

Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran sastra yang berorientasi pada HOTS. Guru hadir 

di dalam memfasilitasi dan mendampingi proses pembelajaran. 

Ia dapat memulai dengan menyelenggarakan aktivitas pra-

pembacaan karya sastra dengan memberikan pengetahuan 

dasar apresiasi sastra dan menjembatani ketersediaan konteks 

dari teks karya sastra (Steiner, 2014). Ollmann (1996) 

menyodorkan beberapa variasi format pembelajaran sastra 

yang melibatkan respon pebelajar pada karya sastra 

berorientasi HOTS. Format pembelajaran ini tidak sekadar 

mengajak pebelajar untuk menikmati karya sastra dan 

menganalisis struktur pembentuk karya sastra tetapi juga 

berkembang pada tataran analisis detil mengenai bagian 

tertentu dari struktur pembentuk karya sastra yang menarik 

menurut pendapat pebelajar, kejadian yang ada di dalam karya 

sastra dan bagaimana jikalau mereka berada di situasi seperti 

itu, apa yang bisa dipelajari dari situasi yang dihadirkan oleh 

karya sastra kepada mereka, bagaimana mereka merefleksikan 

perubahan sikap dan pandangan yang terjadi atas diri mereka 

sesudah mereka berinteraksi dengan karya sastra tersebut, 

hingga meminta pebelajar menuangkan ke dalam esai hal-hal 

yang dapat mereka peroleh dari karya sastra yang mereka baca 

sesuai dengan taksonomi Bloom yaitu: 1) pemahaman terhadap 

karya sastra, 2) penerapan karya sastra ke dalam kehidupan, 3) 

analisis yang membandingkan apa yang ada di dalam karya 

sastra dengan kehidupan nyata, pengalaman pribadi, 

pengalaman orang lain (teman sekelas), 4) mengadakan sintesis 

atas apa yang pebelajar peroleh dari beberapa kejadian dan 

respon karakter yang ada di dalam karya sastra dengan 

pengalaman pribadi, 5) mengevaluasi potensi munculnya nilai 

dan kesadaran moral baru. Dalam penciptaan situasi 

pembelajaran sastra seperti ini, pebelajar memiliki 

perkembangan karakter menuju ke arah yang diharapkan dan 

dilatih untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

C. Kelayakan Bahan 

Hal lainnya yang patut disorot dalam pembelajaran sastra 

adalah kelayakan materi sesuai dengan tahapan usia pebelajar. 

Di dalam pendekatan strukturalis, pembelajaran sastra 

mengikuti pembagian materi menurut tahapan-tahapan usia 

tertentu. Meski pemilihan karya sastra yang disesuaikan dengan 

usia pebelajar sejatinya juga merupakan bentuk lain dari praktik 

sensor (Bixler, 1981), tetapi sekolah yang juga menerapkan 

tingkatan berdasarkan usia yang bersandar pada perkembangan 

psikologis pebelajar malah justru kian menguatkan urgensi 

pemilahan dan pemilihan bahan pembelajaran sastra sesuai 

tingkatan usia pebelajar (bdk. Agee, 2000; Moody, 1979). Ini 

bersesuaian juga dengan pendapat Arias (2007) yang 

mengajukan beberapa poin yang perlu diperhatikan di dalam 

pemilihan bahan bacaan seperti tingkat pebelajar (panjang 

pendek, daftar kosakata, kemampuan bahasa), minat dan 

kebutuhan pebelajar, latar belakang budaya pebelajar, relevansi 

isi bahan bacaan dengan tujuan yang hendak dicapai di dalam 

pembelajaran. Selama belum ada penjenjangan buku yang jelas 

sesuai dengan tingkatan umur seperti yang terjadi di Indonesia 

(Antoro, 2017, pp. 18–19), guru harus benar-benar bekerja 

ekstra manakala ia hendak menambah daftar bacaan di dalam 

pembelajaran sastra yang sesuai dengan usia pebelajar. 

Selain hal tersebut, ada tambahan yang patut menjadi 

konsideran di dalam pembelajaran sastra. Selain menggunakan 

daftar karya sastra yang dikanonkan melalui kurikulum 

pembelajaran sastra sehingga mau tidak mau harus diajarkan, 

tambahan bahan pembelajaran sastra juga harus 

mempertimbangkan urgensi penggunaan bahan bacaan dari 

katalog kanon sastra Indonesia. Pembelajaran sastra di sekolah 

tidak bisa melepaskan diri dari isu kanonisasi. Guru dan 

pebelajar di dalam pembelajaran sastra di sekolah 

membutuhkan karya sastra kanon untuk dipelajari sebab 

mereka yang terlibat di dalam pembelajaran sastra dalam kadar 

tertentu sebenarnya butuh memasuki domain pengetahuan 

kesastraan yang sebelumnya sudah mapan dan mengalami 

keberterimaan (pre-established domain of knowledge), 

memiliki keterkaitan dengan diskursus yang diterima secara 

umum (mis. sejarah atau periodisasi sastra suatu negara, 

perkembangan masyarakat yang terkait atau terepresentasikan 

melalui karya sastra), menjadi sandaran dari beberapa hal 

mengenai nilai, gaya hidup, dan identitas di dalam suatu latar 

kebudayaan tertentu baik yang dulu pernah berlaku atau sedang 

berlaku, dan menjadi bahan tes standar yang diujikan oleh 

negara (Aston, 2020). Pengetahuan dan pemahaman akan sastra 

kanon adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat untuk 

dimiliki oleh pebelajar. Secara pragmatik, penggunaan sastra 

kanon juga merupakan kelaziman yang diharapkan oleh 

sekolah dan masyarakat di dalam pembelajaran sastra (Bintz, 

2018, p. 2) untuk memberikan pencerahan kepada massa 
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tentang standar dan konvensi sastra suatu negara (Larsson, 

2014, p. 15).  

Di dalam praktik riil pemilihan bahan pembelajaran sastra 

yang sifatnya tambahan tidak mengharuskan guru mengikuti 

daftar sastra kanon saat sebuah karya sastra masih dianggap 

kontroversial oleh masyarakat untuk dijadikan bahan 

pembelajaran (Suyitno & Nugraha, 2014) dan daftar sastra 

kanon masih menimbulkan perdebatan (Suyitno, 2017). 

Keputusan di dalam memilih bahan di dalam pembelajaran 

sastra beserta segala konsekuensi yang mungkin timbul pada 

karya sastra yang relatif belum mengalami keberterimaan untuk 

diajarkan atau tingkatan usia yang layak berinteraksi dengan 

karya sastra berkonten tertentu pada akhirnya berpulang 

sepenuhnya kepada tanggung jawab guru dengan segala risiko 

dan tujuan yang hendak dicapainya. 

IV. SIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa aspek utile karya sastra memiliki 

penekanan yang berbeda bila dibandingkan dengan aspek dulce 

dari dua aspek Horatian karya sastra yaitu dulce et utile. Pada 

aspek utile, karya sastra dikaitkan dengan nilai utilitariannya 

kepada khalayak pembaca. Di sinilah kemudian ada keterkaitan 

antara kegunaan karya sastra di dalam pendidikan. Peran karya 

sastra di dalam pendidikan dapat dimanifestasikan melalui 

pembelajaran sastra. Karya sastra yang menampilkan dunia 

sekunder dengan segala kompleksitas dan dinamika antara 

yang ideal, yang riil, dan yang mungkin serta isu mengenai 

dilema moral dapat dipergunakan di dalam pembelajaran sastra 

untuk pendidikan karakter dan pembelajaran yang berorientasi 

pada HOTS. Berkaitan dengan hal ini, guru mempunyai peran 

yang vital sebagai fasilitator di dalam pemilihan karya sastra, 

prakondisi pembelajaran dan pebelajar, serta pendampingan 

interaksi pebelajar dengan karya sastra. 
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